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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana portal berita online 

CNNIndonesia.com melakukan pembingkaian terhadap berita BPJS Kesehatan sebagai 

syarat akses berbagai layanan publik pada bulan Februari 2022 melalui analisis framing 

oleh Robert N. Entman. Teori ini terdiri dari empat elemen yaitu Pendefinisian masalah 

(define problem), Penyebab masalah (diagnose causes), klaim moral yang diberikan 

(make moral judgement) dan tawaran rekomendasi (treatment recommendation). Objek 

penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berita terkait BPJS Kesehatan yang 

dijadikan syarat untuk mengakses berbagai layanan publik yang terbit selama bulan 

Februari tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembingkaian dalam 

pemberitaan oleh portal berita online CNNIndonesia.com mengenai kepesertaan BPJS 

Kesehatan sebagai syarat mengurus pelayanan publik seperti, SIM, STNK, SKCK, jual 

beli tanah, umroh hingga naik haji digambarkan sebagai suatu kebijakan yang kurang 

tepat. 

Kata kunci : Pembingkaian, BPJS Kesehatan, Syarat Pelayanan Publik 
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ABSTRACT 

This study aims to discuss how the online news portal CNNIndonesia.com framed BPJS 

Health news as a condition of access to various public services in February 2022 

through framing analysis by Robert N. Entman. This theory consists of four elements, 

namely defining the problem, the cause of the problem (diagnose causes), the moral 

claim given (make moral judgment) and the offer of recommendation (treatment 

recommendation). The object of this research is to collect news related to BPJS Health 

which is used as a condition to access various public services published during 

February 2022. The results show that the framing in the news by the online news portal 

CNNIndonesia.com regarding BPJS Health participation as a condition for managing 

public services such as , SIM, STNK, SKCK, buying and selling land, umrah to 

pilgrimage are described as inappropriate policies. 

Keyword : Framing, BPJS Health,Public Service Requirement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 Media massa adalah sarana atau kekuatan krusial pada suatu pembangunan dan 

pembentukan suatu opini publik. Sesuai dengan cirinya, Heryanto mengungkapkan, 

media massa adalah bentuk media yang diperuntukkan kepada masyarakat yang 

beragam, anonim, serta tersebar dengan demikian informasi dapat sampai dengan 

cepat serta serentak. (Heryanto, 2018) Kekuatan media massa inilah yang sangat 

ampuh memberikan dampak kepada masyarakat melalui opini publik yang dibentuk 

oleh pihak pemerintah atau elit politik. 

 Dewasa ini sangat mudah menemukan media massa yang tidak sejalan dengan 

koridornya sebagai media yang independen. Banyak media massa sekarang ini yang 

dicampuri oleh urusan politik dan sering dimanfaatkan untuk membangun opini publik 

agar dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mereka melakukan upaya agar dapat 

memiliki akses untuk masuk dan mempengaruhi suatu media, dengan tujuan 

penguasaan atas media tersebut dapat menjadi gerbang dalam pembentukkan dan 

penguasaan opini publik (Heryanto, 2018) 

 Di awal tahun 2022 ini terdapat berita yang  ramai dibincangkan publik yaitu 

berita mengenai BPJS  Kesehatan sebagai persyaratan untuk mengurus berbagai 

pelayanan publik. Hal tersebut ramai diperbincangkan karena dianggap terlalu 

dipaksakan dan terlalu memberatkan rakyat. BPJS Kesehatan dijadikan syarat untuk 

mengurus berbagai pelayanan publik seperti, mengurus kartu surat izin mengemudi 

atau SIM, STNK, syarat naik haji hingga sebagai syarat jual beli tanah.  Penerapan 

kebijakan ini direncanakan akan mulai berlaku pada 1 Maret 2022, sesuai dengan 

kebijakan yang berada di bawah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022. 
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Gambar 1.1 Ilustrasi BPJS Kesehatan 

Sumber : CNNIndonesia.com 2022 

  

 Program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah salah satu program yang 

dibuat Pemerintah dengan tujuan menjamin kesehatan untuk seluruh penduduk 

Indonesia dengan demikian diharapkan seluruh rakyat menjadi sejahtera, produktif dan 

menjalani hidup dengan tubuh yang sehat. Program jaminan kesehatan tersebut berupa 

manfaat pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh masing-masing individu secara 

lengkap, pelayanan tersebut meliputi berbagai jenis pengobatan, pemulihan, upaya 

mencegah penyakit, peningkatan kualitas kesehatan, dengan mengedepankan kualitas 

pelayanan yang tersistematis. 

 Program JKN dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip dalam bentuk 

ekuitas dan asuransi sosial. dalam artian menjaga kesetaraan mendapatkan layanan 

kesehatan berdasarkan keperluan medis yang dibutuhkan tidak berkaitan dengan 

jumlah biaya yang diiurkan. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan pembiayaan 

yang diiurkan berdasarkan persentase masing-masing yang telah ditentukan dari 

penghasilan pekerjaan dan kemudian bagi masyarakat yang tidak memiliki 

penghasilan atau kurang mampu dapat ditanggung oleh pemerintah.  
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 Menurut Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam 

Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia,  terdapat beberapa manfaat dari 

program JKN bagi para pengguna layanan, yaitu (APBN, 2013) 

(1) Segala bentuk jenis layanan kesehatan diberikan melalui fasilitas yang 

dimiliki oleh pemerintah ataupun pihak swasta yang bekerjasama dengan 

pihak JKN. 

(2) Adapun layanan dapat dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki 

keterkaitan dengan badan penyelenggara jaminan jika terdapat keadaan 

yang darurat. 

(3) Jika para peserta berada di wilayah yang belum memiliki fasilitas yang 

sesuai dengan persyaratan maka berhak mendapatkan kompensasi oleh 

badan penyelenggara jaminan sosial.  

(4) Kelas standar diberikan untuk pelayanan rawat inap di rumah sakit. 

(5)  Obat-obatan hingga bahan medis dijamin oleh Badan penyelenggara 

dengan mempertimbangkan efisiensi obat atau bahan medis, efektifitas, 

ketersediaan dan kebutuhan medik berdasarkan peraturan undang-undang.  

(6) Badan penyelenggara mengembangkan layanan dengan menerapkan sistem 

pembayaran, sistem kendali biaya dan sistem kendali mutu guna 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan dan menghindari 

penyelewengan layanan kesehatan.  

(7) Terdapat tambahan biaya peserta terhadap layanan yang dianggap dapat 

menyebabkan penyalahgunaan. 

   

 Pada awal Februari Pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 1 tahun 2022 mengenai Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang bertujuan menjamin semua rakyat Indonesia terlindungi dalam 

keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat dengan 

peningkatan keikutsertaan dan kepatuhan para peserta. Serta menambah kualitas dari 

pelayanan dan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan. 
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 Instruksi Presiden ini diberikan kepada 30 Kementerian atau Lembaga agar 

dapat menentukan tindakan yang dapat diambil sesuai kewenangan dalam 

mengoptimalkan penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun hal tersebut 

juga dianggap sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong semua 

rakyat dalam keikutsertaan program JKN yaitu BPJS Kesehatan. Peraturan yang mulai 

berlaku pada 1 Maret 2022 ini  menjadikan bukti keikutsertaan BPJS Kesehatan sebagai 

syarat pembuatan SIM, STNK, dan SKCK. Selain itu BPJS juga ditetapkan sebagai 

syarat beberapa sektor pelayanan publik seperti jual beli tanah, syarat naik haji dan 

umrah, syarat penerimaan kredit usaha rakyat (KUR), permohonan perizinan berusaha 

dan pelayanan publik, hingga berlaku bagi pelaku UMKM dan sektor perikanan.  

(Nugraha, 2022) Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan hal Instruksi 

Presiden tersebut, masyarakat diwajibkan dalam kepesertaan program BPJS Kesehatan. 

Dan menjadi bagian dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan 

dengan sistem asuransi kesehatan sosial.  

 Pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mengenai 

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara daring, 

Kamis, 3 Februari 2022 Pemerintah menargetkan adanya peningkatan dari jumlah 

peserta BPJS. Adapun jumlah keanggotaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional 

sampai akhir tahun 2021 sebanyak 235,7 juta orang yang terdaftar, dengan indeks 

kepuasaan diatas 80 persen. Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut 

ditargetkan dapat menggapai 98 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang 

termasuk dalam RPJMN (2020-2024). (Febrianto, 2022) 

 Namun kebijakan BPJS Kesehatan yang dijadikan sebagai syarat berbagai 

urusan pelayanan publik ini berpotensi menimbulkan kebingungan serta menyulitkan 

rakyat. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan  berbagai aktivitas registrasi dan 

identifikasi urusan pelayanan publik pembuatan SKCK, STNK hingga pengurusan SIM. 

Kebijakan tersebut terlihat terdapat unsur memaksakan dalam mencapai suatu tujuan. 

Misalnya dalam pengimplementasiannya untuk mengurus pembuatan STNK atau Surat 

Tanda Nomor Kendaraan  pihak yang terkait dalam hal ini Polri semestinya saling 

melakukan penyelarasan dengan pihak yang terkait dalam penerapannya. Jika dalam 
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pembuatan STNK peserta belum menjadi anggota aktif BPJS Kesehatan maka akan 

berpengaruh dan menghambat dalam proses iuran pajak. Sehingga dapat memunculkan 

beberapa permasalahan dan persoalan baru. Selain itu Polri juga terlebih dahulu harus 

mengubah peraturan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor dengan memasukan syarat pelayanan dengan mengharuskan melampirkan 

BPJS Kesehatan. 

 Dikutip dari CNNIndonesia.com, sebagian masyarakat menganggap keputusan 

yang diambil pemerintah dalam menetapkan  persyaratan dalam jual beli tanah harus 

memiliki kartu BPJS Kesehatan adalah solusi yang kurang tepat dan tidak ada 

korelasinya. Masyarakat juga menganggap peraturan yang seharusnya dibuat untuk 

menyederhanakan birokrasi malah dianggap semakin menyusahkan. Tujuan pemerintah 

agar seluruh masyarakat menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan terkesan terlalu 

dipaksakan, karena tidak terdapat korelasi antara jual beli tanah dengan syarat 

kepesertaan BPJS. 

 Bahkan pada hari senin 21 Februari 2022 lalu BPJS Kesehatan sempat menjadi 

trending topic di media sosial Twitter dan menjadi topik yang sering dibicarakan 

warganet setelah diturunkannya kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat 

untuk mengakses berbagai pelayanan publik. Instruksi Presiden tersebut menimbulkan 

kebingungan dan tanda tanya bagi para pengguna Twitter. Beberapa warganet bahkan 

mempertanyakan apakah kartu BPJS Kesehatan tersebut dapat dipakai ketika jatuh sakit 

pada saat sedang naik haji atau umrah seperti yang diungkapkan oleh akun twitter 

@na_dirs. Selain itu salah satu akun Twitter @raenovaldy_ juga berkomentar bahwa 

kebijakan tersebut merupakan upaya monopoli pemerintah dalam ranah asuransi  

“Warga negara idealnya memang punya asuransi kesehatan tapi ga musti dipaksakan 

pake BPJS juga, masih banyak produk asuransi lain... kalau udh diwajibkan untuk 

berbagai aspek ini bisa dikategorikan Monopoli dalam ranah bisnis asuransi ... lucu 

memang negeri ini...” kata @raenovaldy_. 
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 Beberapa polemik yang bermunculan terhadap kebijakan Instruksi Presiden 

Nomor 1 tahun 2022 mengenai BPJS Kesehatan yang dijadikan syarat untuk mengurus 

berbagai pelayanan publik tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga datang dari 

Wakil Rakyat yang berada di Senayan yakni DPR dan sejumlah politisi yang 

mengkritisi kebijakan tersebut. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR 

Luqman Hakim yang menganggap kebijakan baru tersebut dapat merugikan masyarakat 

dan mempertanyakan keterkaitan antara BPJS Kesehatan dengan jual beli tanah. 

Sehingga Luqman Hakim meminta agar kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat  

transaksi jual beli tanah tersebut dapat dibatalkan.  

 Selain masyarakat dan beberapa politisi yang banyak memperbincangkan BPJS 

Kesehatan, media massa juga turut ramai memberitakan kebijakan Instruksi Presiden 

tersebut. Melalui pemberitaan yang sering diangkat oleh media massa membuat 

masyarakat menerima berbagai macam bentuk informasi yang disampaikan oleh media 

yang dimuat baik di media cetak ataupun media massa. Jika diperhatikan media 

mempunyai ciri khas tersendiri Karena masing-masing media memiliki cara berbeda 

dalam menanggapi suatu fenomena atau peristiwa. Masing-masing media membingkai 

suatu fenomena sesuai kepentingan atau keinginan pembuat berita tersebut untuk 

mempengaruhi khalayak. Hal tersebut erat kaitannya dengan framing, framing sendiri 

adalah penonjolan berita terhadap suatu peristiwa yang dibentuk oleh suatu media. Pada 

dasarnya framing merupakan tindakan yang dilakukan media untuk menonjolkan aspek 

tertentu yang dipilih dari realitas. Framing tentang bagaimana cara media membingkai 

suatu peristiwa sehingga mendapat perhatian khalayak dan dipercaya. Menurut Baterson 

dalam Sobur dalam Mawardi, framing merupakan perangkat yang mengorganisir suatu 

pandangan politik. 
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Gambar 1.2 Pemberitaan BPJS Kesehatan di Portal Media Online 

CNNIndonesia.com 

Sumber : CNNIndonesia.com 2022 

 Terdapat beberapa portal media online yang sering mengangkat pemberitaan 

mengenai kebijakan ini salah satunya CNNIndonesia.com. Berdiri sejak 20 Oktober 

2014 sebagai situs web berita. CNNIndonesia.com berdiri atas kesepakatan oleh pihak 

PT Trans Media Corpora dan Hong Kong Turner Broadcasting System Asia Pacific, 

Inc, sehingga saat ini CNNIndonesia.com dinaungi oleh perusahaan media Transcorp. 

Dalam penelitian ini CNNIndonesia.com membuat suatu framing pada pemberitaan 

BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai pelayanan publik yang mengarah bahwa 

kebijakan pemerintah tersebut tidak tepat dan dianggap menyulitkan masyarakat, 

dengan contoh judul berita “Syarat BPJS Kesehatan Dinilai Bikin Warga Malas Urus 

SIM dan STNK” yang diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2022. Sejak 

ditandatanganinya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Terdapat 

puluhan berita di portal berita online CNNIndonesia.com yang berkaitan dengan 

kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai pelayanan publik. Pemberitaan 

ini mulai masif diberitakan oleh CNNIndonesia.com pada 18 Februari 2022 bersamaan 

dengan ramainya perbincangan publik mengenai kebijakan tersebut. Berikut beberapa 
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judul pemberitaan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai pelayanan publik yang 

diberitakan oleh CNNIndonesia.com di bulan Februari 2022 

Tabel 1.1 List Berita Terkait Pemberitaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Akses 

Berbagai Pelayanan Publik Pada Portal Berita Online CNNIndonesia.com 

No. Tanggal Berita Pukul Kanal Judul Pemberitaan 

1 19 Februari 

2022 

21:15 

WIB 

Nasional DPR Minta Batalkan Aturan Jual Beli 

Tanah Wajib Punya Kartu BPJS 

2 19 Februari 

2022 

13:50 

WIB 

Ekonomi Warga Wajib Punya Kartu BPJS 

Kesehatan Urus SIM, STNK hingga 

Naik Haji 

3 20 Februari 

2022 

13:14 

WIB 

Nasional Warga Keberatan BPJS Jadi Syarat 

Umroh: Semakin Ribet Birokrasi 

4 20 Februari 

2022 

10:51 

WIB 

Nasional Warga soal Kartu BPJS Kesehatan 

buat Jual Beli Tanah: Tak Ada 

Kolerasi 

5 21 Februari 

2022 

15:33 

WIB 

Nasional PKS Kritik BPJS Jadi Syarat Jual-Beli 

Tanah: Pemerintah Putus Asa 

6 21 Februari 

2022 

10:40 

WIB 

Nasional DPR: Instruksi Jokowi Kartu BPJS 

Jadi Syarat Beli Tanah Absurd 

7 21 Februari 

2022 

08:47 

WIB 

Teknologi Instruksi Jokowi Soal BPJS Kesehatan 

Trending Topic, Netizen Bingung 

8 23 Februari 

2022 

18:24 

WIB 

Nasional Moeldoko: Masyarakat Mampu Beli 

Tanah, Tak Masalah Bayar Iuran BPJS 
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9 23 Februari 

2022 

16:00 

WIB 

Teknologi ITW soal Bikin SIM dan STNK Harus 

Punya BPJS: Sarat Pemaksaan 

10 25 Februari 

2022 

05:46 

WIB 

Teknologi Syarat BPJS Kesehatan Dinilai Bikin 

Warga Malas Urus SIM dan STNK 

 

Sumber : data diolah penulis 2022 

 Oleh karena itu, Penulis akan menganalisis hasil pemberitaan mengenai BPJS 

Kesehatan sebagai syarat akses berbagai layanan publik yang media 

CNNIndonesia.com beritakan dengan memakai analisis framing Robert N. Entman. 

Pada framing Robert N. Entman ini, pembingkaian melihat dari pendefinisian suatu 

masalah, memprediksi sumber masalah, selanjutnya melahirkan pertimbangan moral, 

serta mengedepankan penyelesaian pada sebuah wacana dalam menitikberatkan isi 

pikiran dari sebuah peristiwa yang hendak diangkat. 

 Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini peneliti 

tertarik akan mencoba meneliti secara mendalam bagaimana portal berita online dalam 

membingkai suatu isu dalam berita dengan judul “ANALISIS FRAMING 

PEMBERITAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT AKSES BERBAGAI 

LAYANAN PUBLIK PADA PORTAL BERITA ONLINE 

CNNINDONESIA.COM BULAN FEBRUARI 2022”. selanjutnya dalam 

memudahkan penulis untuk menemukan berita yang berkaitan dengan isu yang sedang 

dikaji dalam hal ini BPJS Kesehatan, oleh karena itu kata kunci yang penulis gunakan 

adalah “BPJS Kesehatan syarat” di situs media online CNNIndonesia.com 
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1.2 Rumusan Masalah    

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis menarik sebuah 

rumusan masalah, bagaimana media online CNNIndonesia.com dalam 

membingkai pemberitaan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai layanan 

publik? 

1.3 Tujuan Penelitian   

  Berdasarkan rumusan masalah di atas sehingga penelitian ini bertujuan 

mengetahui bagaimana media online CNNIndonesia.com dalam membingkai 

pemberitaan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai layanan publik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1  Manfaat Teoritis  

  Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pihak 

praktisi komunikasi, terlebih lagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi untuk dapat 

memahami bagaimana media online CNNIndonesia.com dalam membingkai 

pemberitaan BPJS Kesehatan sebagai syarat akses berbagai layanan publik. 

 1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Menjadi suatu gambaran mengenai pembingkaian pihak media, yang 

kemudian berguna sebagai bahan pembelajaran serta menjadi bahan 

pertimbangan untuk wartawan dan media massa online, terlebih lagi 

untuk CNNIndonesia.com dalam mendefinisikan sebuah kejadian ke 

dalam sebuah berita yang disampaikan ke masyarakat. 

2. Untuk semua lapisan masyarakat dan pembaca untuk cermat dan bijak 

dalam menanggapi pemberitaan yang diberikan oleh media sehingga 

kedepannya masyarakat dapat melek dan kritis dalam menanggapi setiap 

pemberitaan oleh media dan serta menjadi tambahan referensi ketika 

hendak mengkaji penelitian komunikasi yang berkaitan dengan data 

analisis permasalahan yang sama. 
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